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PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,
bahwa guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan;
bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan;

Undang-Undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk yang Betina
(Stbl 1936 No0.614);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 36. Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang
Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang
Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752/Kpts/OT.210/10/94 tentang
Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup
Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
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Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang
Pedoman Perizinan dan Pendaftran Usaha Peternakan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27
Seri C);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 11 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kota adalah Kota Depok.

Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Depok.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok
dan Fungsi di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk
memegang Kas Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan
dengan desain dan syarat—syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat
memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.

Hewan Ternak adalah ternak potong yang dagingnya lazim dikonsumsi, yang
terdiri dari ternak ruminansia dan ternak unggas.

Kelompok Ternak Ruminansia terdiri dari ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda,
Unta), ternak kecil (Domba, Kambing, Kijang, Menjangan, Rusa) dan
Kelompok Ternak Unggas (ayam, itik, angsa).

Usaha Pemotongan Hewan adalah usaha kegiatan pemotongan yang
dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan
penyediaan daging.

Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan
yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian
penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.

Daging adalah bagian—bagian dari hewan yang disembelih dan lazim
dimakan manusia kecuali yang telah diproses diawetkan dengan cara lain
daripada pendinginan.

Petugas pemeriksa adalah dokter hewan atau petugas keurmaster (petugas
pemeriksa daging) yang ditunjuk pada Dinas untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
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